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Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu era Revolus Industri 4.0. Revolusi Industri
merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan salah satu ciri,
yaitu penggunaan jaringan internet. Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh
organisasi Pemerintah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjadi salah satu
organisas pemerintahan yang melakukan perubahan besar tersebut, dengan menciptakan layanan berbasis
elektronik dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah terutama pengecekan sertifikat. Metode
yang digunakan dalam penulisan tesis ini metode analisis kualitatif dimana acuan pustaka sebagai basis
untuk analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanaimplementasi dan bagaimana
kendalakendala yang timbul dalam pelaksanaan layanan elektronik pemeliharaan data pendaftaran tanah di
Kantor Pertanahan Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian tesisini adalah kegiatan
pertanahan khususnya pengecekan sertifikat secara elektronik di Kantor Pertanahan dalam implementasinya
telah diselenggarakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, kegiatan tersebut didukung oleh PPAT sebagai
Mitra Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang
dialami oleh PPAT, terlebih jika dilihat bahwa layanan berbasis elektronik ini adalah layanan yang baru
digunakan, kendala-kendala yang timbul menjadi salah satu keluhan bagi PPAT karena membuat kerja
PPAT terhambat dalam segi waktu. Jika dilihat kembali, layanan manual lebih efisien untuk digunakan,
namun Kantor Pertanahan telah menangani kendal a-kendala tersebut dengan melakukan evaluasi dan
memberikan solusi. Secara pelaksanaannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional telah mengikuti aturan sesuai dengan K eputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
63 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Publik di Indonesia.

...... The world today is undergoing a major change, namely the era of the Industrial Revolution 4.0. The
Industrial Revolution is a change in the mechanism for the production of goods and serviceswhichis
characterized by one of the characteristics, namely the use of the internet network. This changeisfelt not
only by the private sector, but al'so by Government organizations. The Ministry of Agrarian Affairs and
Spatial Planning/National Land Agency became one of the government organi zations that made these major
changes, by creating electronic-based services in land registration data maintenance activities, especialy
certificate checking. The method used in writing this thesisis a qualitative analysis method where the
literature reference is the basis for analysis. This study aimsto explain how it isimplemented and how the
obstacles that arise in the implementation of electronic services for maintaining land registration data at the
Land Office of Bogor City, West Java Province. The result of thisthesis research isthat land activities,
especially electronic certificate checking at the Land Office, have been implemented within a period of 1
(one) year, these activities are supported by PPAT as a Land Office Partner. In its implementation, these
activities cannot be separated from the constraints experienced by PPAT, especidly if it is seen that this
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electronic-based service is anewly used service, the obstacles that arise are one of the complaints for PPAT
because it makes PPAT's work hampered in terms of time. If you look back, manual services are more
efficient to use, but the Land Office has handled these problems by evaluating and providing solutions. In
practice, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has followed the rules
in accordance with the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 63 of 2003
concerning Public Service Standards in Indonesia.



